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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

CATATAN WAWANCARA  

Narasumber : Nurkhayat Santosa 

Lokasi  : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten 

Hari/Tanggal : 3 Oktober 2022 

Rangkuman beberapa pertanyaan dan jawaban dalam 

wawancara sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi dari pemilihan umum serentak 2020 

pada masa pandemi? 

Jawab : Dikarenakan adanya pandemic Covid-19 maka adanya 

penundaan, penundaan tersebut melalui Perpu Nomor 2 Tahun 

2020. Melalui Perpu tersebut maka pelaksanaan pemilihan 

umum serentak 2020 ditunda dan penundaannya sekitar tiga 

bulan, yang pada awalnya September menjadi Desember. 

Pelaksanaannya agar tidak adanya kekosongan jabatan baik di 

Provinsi maupun Kabupaten Kota.  

Tentu saja pelaksanaannya harus memenuhi protokol kesehatan 

Covid-19. Dalam pelaksanaannya baik penyelenggaranya yaitu 

KPU harus mematuhi protokol Covid-19, pesertanya yakni para 

calon yang dipilih partai politik dan juga pemilihnya KPU 

fasilitasi untuk menggunakan protokol Covid-19. Seumpama 

untuk penyelenggaranya maka setiap hari harus menggunakan 

masker, heand sanitaizer, dan cuci tangan. Termasuk juga para 



 
 

 

calonnya yang ingin mendaftar harus mematuhi protokol 

kesehatan, serta tidak boleh adanya arak-arakan dalam jumlah 

yang besar dan dibatasi orang yang akan datang kekantor. Yang 

daftar calon peserta paling hanya pengurus partai politik yang 

mengusung dan timnya yang juga dibatasi orang-orangnya yang 

akan daftar ke kantor KPU.  

Dikarenakan adanya pembatasan tersebut maka setiap agenda 

rapat kordinasi maka akan dibatasi orang yang hadir rapatnya 

dengan ketentuan hanya boleh 50% dari total maksimal daya 

tampung sebuah ruangan yang akan digunakan rapat. 

Pada hari pemungutan suara juga demikian petugasnya sudah 

harus menggunakan masker dan bahkan menggunakan APD 

(Alat Pelindung Diri)  lengkap. Bagi pemilih juga harus 

menggunakan masker. Dan di setiap TPS (Tempat Pemilihan 

Suara) juga sudah disiapkan tempat untuk cuci tangan, masker 

yang dikhawatirkan pemilih ada yang tidak menggunakan 

masker, dan pada saat pencelupan tinta setelah pemilih memilih 

juga tidak dicelupkan kedalam tinta tetapi diteteskan tintanya 

oleh petugas. Semua pelaksanaannya harus tunduk dan patuh 

terhadap protokol kesehatan. 

Jika bicara seluruh Banten maka ada empat kabupaten atau kota 

yang melaksanakan Pilkada serentak yaitu, Kabupaten Serang, 

Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang 

Selatan, dan semuanya berjalan lancer. Jadi, intinya 

pelaksanaan Pilkada saat pandemi harus melaksanakan seluruh 

protokol Covid-19. 



 
 

 

2. Bagaimana tantangan untuk pelaksanaan dari Pemilu serentak 

pada kondisi pandemic? 

Jawab :  Tantangannya tentu lebih banyak dari pemilihan 

sebelum-sebelumnya, memangkan KPU melakukan 

pelaksanaan Pilkada ditengah-tengah Covid yang sudah jelas 

berbeda dari sebelumnya. Yang dimana kita dibayang-bayangi 

oleh virus Covid-19 yang semakin meningkat itukan salah satu 

hal yang harus kita antisipasi bagaimana pemilih mau hadir 

untuk memilih. Dan juga bagaimana tingkat kesehatan 

masyarakat tidak jadi penyebab penyebaran yang semakin 

banyak. Tantangan-tantangan itu kita siapkan dan antisipasi 

sebelumnya. 

Maka dari itu dari sisi pelaksanaanya kita membatasi orang 

berkumpul, yang dimana Pilkada atau Pemilu itukan untuk 

mengumpulkan orang. Tetapi kita batasi dan wajib mematuhi 

protokol kesehatan itu juga bagian dari antisipasi agar tidak 

terjadinya penyebaran virus Covid-19, tentunya itu jadi 

tantangan terbesar KPU dalam melaksanakan pemilihan 

ditengah-tengah pandemi. Bagaimana mendatangkan orang 

untuk memilih disaat kita tidak boleh ada kerumunan, dan itu 

harus mempunya strategi sendiri. Polanya agar tidak terjadi 

kerumunan di saat pelaksanaan pemilihan maka disurat 

pemberitahuan atau undangan itu sudah ada waktu-waktunya 

untuk pemilih datang ke tempat pemilihan dan itu untuk 

menghindari kerumunan tersebut. 



 
 

 

Jadi kalo tantangan sudah jelas banyak karena kontek Pemilu 

atau Pilkada itukan mencari sebanyak-banyaknya orang untuk 

berkumpul datang jadi kita atur itu mengenai kedatangannya.  

Termasuk pada rapat-rapatnya kita menggunakan aplikasi zoom 

meeting yang terkadang dinilai kurang efektif dikarenakan 

penjelasan berbeda dan jika rapat tatap muka langsungkan 

penjelasan dan pertanyaannya yang disampaikan lebih jelas 

serta komunikatif jadinya.  

3. Urgensi apa yang membuat KPU tetap melaksanakan Pemilu 

serentak pada kondisi pandemi? 

Jawab : keputusan menyelenggaran pemilihan di masa 

pandemikan bukan hanya keputusan KPU saja, melaikan 

keputusan bersama antara penyelenggara Pemilu, Pemerintahan, 

dan DPR RI. Pemerintahkan melalui menteri dalam negeri serta 

DPR RI melalui komisi dua, jadi keputusannya keputusan 

bersama bukan hanya KPU saja. 

Serta penundaan pelaksanaan Pemilu serentak pula pada 

awalnya usulan KPU. Yang dimana kesehatan masyarakat 

nomor satu lalu disepakatilah penundaan tersebut. Untuk 

pelaksanaannya keputusan bersama dengan catatan semua 

tahapannnya harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19. 

Dengan itu maka ada anggaran pelaksanaan yang jauh lebih 

besar, dan jika anggaran penyelenggaraan pemilihan ditanggung 

oleh pemerintah daerah dan sedangkan anggaran mengenai 

Covid-19 ditanggung oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara). 

 



 
 

 

4. Bagimana pelaksanaan pada masa kampanye dimasa pandemi? 

Jawaban : Terkait kampanye para peserta calon dia bisa 

melakukan dor to dor tetapi tidak boleh mengumpulkan masa 

yang banyak. Pada akhirnya masa ini kan teknologi dan 

komunikasi berkembang sangat cepat jadi, baik KPU dalam 

mensosialisasikan maupun partai politik atau calon kepala 

daerah yang mengikuti kontestasi mereka memanfaatkan media 

sosial. Menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan, 

memparkan visi dan misis programnya, jadi ruang-ruang itu 

yang dipakai untuk mengkampanyekan karena untuk 

pertemuan-pertemuankan dibatasi. Jadi mereka memanfaatkan 

media sosial seperti, facebook, twitter, maupun instagram. Dan 

memanfaatkan media sosial dinilai lebih efektif karena arus 

teknologi yang luar biasa serta sekali menyebarkan informasi 

sudah banyak yang bisa membacanya. 

5. Apa saja dampak positif dan negative dari pelaksanaan Pemilu 

pada masa pandemi? 

Jawab : dari sisi positifnya kita bisa melaksanakan Pilkada 

ditengah-tengah pandemi dengan pelaksanaannya mematuhi 

protokol kesehatan yang ketat dan tingkat partisipasinya tinggi 

dibandingkan lima tahun yang lalu. 

Dampak negatifnya kita jadi kurang leluasa dalam melakukan 

sosialisasi karenakan konteks Pemilu atau Pilkadakan 

mengumpulkan orang, jadi ada rasa kekhawatiran jika pemilih 

tidak datang memilih dan tingkat partisipasinya akan rendah. 

6. Selama pelaksanaan Pemilu ada tidak yang tertular Covid-19 

akibat pemilihan? 



 
 

 

Jawab : Kalau KPU sendiri tidak mendengar adanya yang 

terpapar akibat imbas Pilkada, karena jika ada yang dinyatakan 

positif terkena Covid-19 maka kita langsung menindak lanjuti 

untuk isolasi mandiri selama dua minggu. Dan tidak ada laporan 

di Banten terkait yang terkena Covid-19 dikarenakan imbas 

Pilkada. 
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(Surat keterangan bahwasannya penulis telah melaksanakan penelitian 

di kantor komisi pemilihan umum provinsi Banten) 

 


